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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam era industri sekarang, telah 

mengantar umat manusia ke dalam suatu kehidupan dunia tanpa batas 

(borderless world) dalam suatu kegiatan ekonomi yang saling terkait 

(interlinked economy). Konsekuensi dunia bisnis tanpa batas, dengan 

sendirinya akan membawa bangsa-bangsa di dunia (termasuk Indonesia) ke era 

bisnis global (bussiness in global village), perdagangan bebas (free trade), dan 

persaingan bebas (free competition).1Dengan demikian, negara-negara akan 

saling tergantung satu sama lain dalam bidang ekonomi termasuk pada 

perdagangan yang menyebabkan peningkatan pada transaksi bisnis.  

Perdagangan dan transaksi bisnis erat kaitannya dengan hubungan antara 

pelaku usaha dengan konsumen. Secara umum dan mendasar, hubungan antara 

produsen (pelaku usaha) dan konsumen merupakan hubungan yang terus-

menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya 

saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi 

antara satu dan yang lain. Produsen sangat membutuhkan dan sangat 

bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan 

konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. 

Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan konsumen sangat bergantung pada hasil 

produksi produsen (pelaku usaha). Hubungan antara produsen dan konsumen 

yang bersifat massal dapat menciptakan hubungan-hubungan hukum yang 

 
1Nurnaningsih Amriani, 2011, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 

Pengadilan,  PT Raja Grafindo Persada,Jakarta hlm. 38. 
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spesifik.2 Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban 

yang harus saling dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan 

konsumen. Namun dalam kenyataannya, pemenuhan hak dan kewajiban antara 

kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perselisihan di 

antara mereka. Hal inilah yang menjadi titik awal timbulnya sengketa. 

Pelaksanaan transaksi bisnis berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa. 

Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena 

ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan 

atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang wanprestasi.  

Secara khusus penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha 

dan konsumen ditetapkan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: 

1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di 

Daerah Tingkat IIuntuk penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan. 

2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa 

konsumen,seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a) warga negara Republik Indonesia. 

b) berbadan sehat.  

c) berkelakuan baik. 

d) tidak pernah dihukum karena kejahatan. 

e) memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang 

perlindungankonsumen. 

 
2Khotibul Umam, 2010,  Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,  Pustaka 

Yustisia,Yogjakarta, hlm. 88. 
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f) berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. 

3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur 

pemerintah,unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. 

4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berjumlahsedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 

(lima) orang. 

5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian 

sengketakonsumen ditetapkan oleh Menteri. 

BPSK merupakan suatu lembaga yang menyelesaikan sengketa 

konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen yang sifat penyelesaiannya 

adalah win-win solution guna mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah 

pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui 

BPSK menggunakan pihak ketiga yang berkapasitas sebagai penengah di 

antara kedua belah pihak yang bersengketa, pihak ketiga dalam hal ini harus 

berada di posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak3.  

Adanya hal-hal dimaksud memberikan hak kepada pihak lain untuk 

menuntut ganti kerugian dengan atau tanpa pembatalan perjanjian.4Pada 

dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang 

lain. Oleh karena itu dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-

masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang 

dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi 

dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara 

 
3Hukum Online, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, di akses dari 

https://media.neliti.com/media/publications/270236-efektifitas-mediasi-dalam-penyelesaian-s-

75bda203.pdf, pada tanggal 04 agustus 2020 pukul 11:53 WIB 
4Ibid, hlm. 6. 

https://media.neliti.com/media/publications/270236-efektifitas-mediasi-dalam-penyelesaian-s-75bda203.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/270236-efektifitas-mediasi-dalam-penyelesaian-s-75bda203.pdf
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melaksanakan klausulklausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-

ketentuan didalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.5 

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas 

dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 huruf a 

menyebutkan bahwa proses penyelesaian sengketa di BPSK dapat ditempuh 

melalui tiga cara yakni dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase. Melalui 

ketiga cara penyelesaian tersebut diharapkan akan menghasilkan putusan yang 

memberikan win-win solution bagi para pihak. 

Era globalisasi para pelaku bisnis memerlukan cara penyelesaian 

sengketa yang efektif untuk segera menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian 

sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara nonlitigasi dan 

penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana menghasilkan putusan yang 

bersifat menang dan kalah (win-lose). Putusan tersebut memberikan 

keuntungan bagi satu pihak sedangkan pihak lain akan mengalami kerugian.  

Sementara itu, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana menghasilkan putusan yang 

bersifat menang-menang (win-win solution). Putusan tersebut merupakan 

putusan yang sama-sama memberikan keuntungan bagi para pihak sehingga 

tidak ada pihak yang dirugikan. Penyelesaian sengketa secara litigasi 

memerlukan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan penyelesaian 

sengketa secara nonlitigasi yang relatif cepat. Waktu yang relatif lama pada 

 
5Gatot Soemartono,2006 , Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia,  PT Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, hlm. 1. 
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proses penyelesaian sengketa secara litigasi akan berdampak pada biaya selama 

proses penyelesaiannya yang relatif mahal, sebaliknya pada penyelesaian 

sengketa secara nonlitigasi biaya yang diperlukan cenderung relatif murah 

dibandingkan dengan litigasi. 

Berdasarkan hal tersebut, saat ini penyelesaian sengketa secara 

nonlitigasi menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang paling disukai oleh 

para pelaku bisnis karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan 

kebutuhan dalam dunia bisnis serta efektif dan efisien dalam proses 

penyelesaiannya guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan mereka. Dalam prakteknya kini, tidak jarang terjadi sengketa 

antara pelaku usaha dengan konsumen. Sengketa konsumen terjadi karena 

adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang 

dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa.  

Walaupun demikian, tidak dapat dihindari bahwa kenyataannya tidak 

semua putusan yang dihasilkan BPSK dengan arbitrase ini akan memberikan 

kepuasan pada para pihak. Sebagaimana perkara yang terjadi di Kota Padang 

antara PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat dengan 

Konsumen (Arnis)yang mana konsumen melapor kepada BPSK, sehingga 

BPSK Kota Padang kemudian mengeluarkan Putusan Nomor.02/PTS/BPSK-

PDG/ARBT/X/2019 TANGGAL 17 FEBRUARI 2020yang menyatakan 

kemenangan atas konsumen (Arnis).Namun, putusan tersebut tidak 

memberikan kepuasan pada produsen (PT PLN) dan kemudian mengajukan 

permohonan pembatalan putusan di Pengadilan Negeri Padang. Pengadilan 

Negeri Padang akhirnya mengeluarkan putusan yaitu membatalkan putusan 
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arbitrase BPSK Kota Padang. Sebagaimana telah ditetapkan bahwa putusan 

BPSK yang putusannya final and binding ternyata masih dapat dimintakan 

pembatalannya kepada Pengadilan Negeri dimana pembatalan Putusan BPSK 

tersebut dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri. Hal inilah yang 

membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Padang Nomor 02/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG, dimana 

hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “ 

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA 

KONSUMEN DALAM MENGADILI PERKARA DI LUAR 

KEWENANGANNYA”(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 22/Pdt.G-

Sus BPSK/2020/PN.PDG) 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar 

belakang tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Apa alasan pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap putusan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ? 

2. Apa alasan hakim mengabulkan permohonan keberatan pelaku usaha 

dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar 

belakang tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui alasan pelaku usaha mengajukan keberatan 

terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

2. Untuk mengetahui alasan hakim mengabulkan permohonan keberatan 

pelaku usaha dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum 

didalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam 

masyarakat dilihat dari sisi hukum.6Dalam penelitian ini menitikberatkan 

pada pengumpulan data primer di lapangan, di samping itu juga dilakukan 

penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. 

 

 
6 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, hlm 153. 
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2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua data, yaitu data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan melakukan wawancara dengan informan, yaitu 

Hakim Pengadilan Negeri Padang dan responden yaitu PT PLN 

(Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat dan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang 

terdiri atas: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti 

undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari : 

a. HIR (Herziene Inlandsch Reglement) 

b. RBg(Rechtreglement voor de Buitengewesten) 

c. Rv (Reglement op deRechtsvordering) 

d. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

e. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 02/Pdt.G-Sus 

BPSK/2020/PN.PDG 

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 
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g. UUPK dan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 

yang mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus 

dibentuk BPSK. 

h. Putusan BPSK Kota PadangNomor.02/PTS/BPSK-

PDG/ARBT/X/2019 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil 

penelitian, buku-buku, karya ilmiah, data yang ada pada PT 

PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat, pada Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan data yang ada di 

Pengadilan Negeri Padang yang ada kaitannya dengan penelitian 

ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh 

keterangan yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan. 

Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu 

penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih 

dahulu, kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang 

diteliti. 
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b. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang 

ada, terdiri dari undang-undang, buku-buku, hasil penelitian, data 

yang ada pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera 

Barat, pada Badan Perlindungan Konsumen dan pada Pengadilan 

Negeri Padang yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4. Analisa Data 

Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis 

secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan 

aspek yang diteliti, kemudian diolah serta diambil kesimpulan dan diuraikan 

dalam bentuk kalimat, sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


